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REPLITUSAN KEPALA DINAS PENDHDIR AN KOTA AMBON

NOMOR ¥ TARLIT 2020
TEMTAN
LN OPERASIONAL PENDIDIEAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN “PANCARAN KASIH”

KEPALA THMNAS PEMIMNDIEAN KOTA AMBON

bahwa kebumuban masyarakal unluk memperoleh pendidikan, khusus tingkar Pendidikan
Anak Usia Inm adalah salah sato bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang
menyelengearakan program Pendidikan bagi anak vsia 0-2:

bahwa wsul pendiian Satvan Kelompok Hermain PANCARAN KASIH Ambon oleh
penvelengeara beseria lampirannya dinilai telah memenuhi svarag;

habiwa hazil verifikasi Kepala Bidang Mendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
beserle stal, maka dapat diberikan ijin operasional dan ditetapkan denguan Keputusen Kepala
inas Pendidikan Fota Ambon;

bahwa ifin Kelompok Bermain lersebul dapal diberikan dalam batas ketenman hukom dan
peruluran perundang-undangan vang berlaku;

Undang-Undung Nomor 60 Tahun 1958 feniang penetapan Undang-Undang Darural Nomor
23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantma Tingkatr 11 dalam Wilavah Daerah
Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Megara Tahun 1957 Nomor 809 schagai Undang-
Undang (l.cmbaran Megara Tahon 1958 Nomor | 1] Tembaban Lembaren Negara Nomor
1645

Undang-Undang Momor |7 Tahun 2003 tentang Kenangan MNegara { Lembaran Megara Tahun
203 Nomaor 47, Tambahan Lembaron Megars Momor 22863

Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikon Nasional, {Lembaran
Megara Talan 2003 Nomor T8, Tambahan Lembaran Megara Momor 43015

Lindang- Undang Momor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara (Lembaran Negar
Tahun 2004 Memaor 5, Tambahan Lembaran Negar Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemernintah Daerah (Lembaran Megara
Momor 123, Tambahan Lembaran Megara Momor 4437); sebagaimana telah divbab dengan
MFeraturan Pemerintaly Penpeantt Undeng-Undang Nomaor 3 Tahen 2005 weatang Perubahan
atas Unebzng-Undang Nomor 32 Talwn 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Megara
Tahun 2005 Nomaor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang elah ditelepkan menjadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Megarg Tahun 2005 Nomor 108 lentange

Perabghan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daeral
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kete Ambon schagai
Dacrah vang berhak mengatur dan mengurus romahtangganya sendint {Lembaran MNegam
Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
Peratutan Pemerintah Nomaor 13 Tahun 1979 tentang Perubshan Batas Wilaysh Daerab
Tingkat 1T Ambon {Lembaran Negara Tahun [979 Nomor 20. Tambahan Lembaran Megara
Momor 2137)
Peraturan Pemeruintall Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasckolab {Lembaran
Megara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembuaran Negara Momor 3411);
Peratuman Pemerintah Momor 39 Tahun 1992 tenfang Peran Serta Masyarakat  dalam
Pendidikan Masional {Lembaran Megare Tehun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembarzn Negara
Momor 3483)
Peramzran Pemerintah Nomar 19 Tabun 2005 tentang Sia-ndar Masional Pendidikan { Lembaran
Megarn Tahun 2005 Nomor 41, Tamhbahan Lembaran Mesara Momor 44596
Peratumn Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 lentang Kewenangan Pemerintzh dan
Kewenangan Femerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Momor 3932}
Persturan Pemerintzh Nomoe 17 Fahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan {Lembaran Negara BRI Tahan 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Namor

5105)

Perqmuran Menteri Pendidikan Nasional Nomar 30 Tabun 2003 tentang Badan Akreditasi
Mazioned Pendidikan Monlormal:

Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Momor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan
Anak Usia [hni;

Peratauran Menteri Pendidiken dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomar 81 Tahun 2013
tentang Implementasi Kunkulum;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Republik Indonesia Momor 84 Tahuon 2074
tertang Pendirian Satuan Pendidikan Anak LJg1a Dhni

MERALTUSEAN

¥eputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon fentang Pepnberian fjin Pendirizn Lembaga

pendidikan Manformal

Memberi ljin Operasianal Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usiz Dinl Kepada

Mamz Lembaga - Kelompok Bermain “PANCARAN KASIHY
Jenis Pendidikan - Pepdidikan Non Formal dan Informal
Mamal - D Wemn Tehepeiony- Meger| Hutumuri
Desz/kelurahan 3 Hutumuri

kecamatan ; Lefzimur Selatan

Kola Ambon

Penanggung lawab : Sherly Matakena

Fenvelengsara : Sherly Malakena



_ KEDUA Penvelenggaraan Saman Pendidiken tersebut pada diktum kesatu berlaku sclama 3 (tiga) tahun dari
tanggal 6 Februari 2020 s'd tangeal 6 Febroar 2023
RETIGA Satuan Pendidikan pada dikium kesate akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnys apabila tidak
lagi memenuli persyaratan pendirian sesuan peratirin perundang-undangun yang berlaku atau yang
akaen ditentukan kemudian :
KEEMPAT Keputusan ini mubai herlake sejak ranggal ditclapkan
KELIMA Keputusan ni disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Ansk Usia Dim Kelompok

Bermain  “PANCARAN KASTHT

c;é Ditetapkan di : Ambon
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[embusan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Republik Indonesia
V. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
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Giuhernur Maluku

Walikata Ambon
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Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prowinst Maluku

. Kepala Badan Kevangan kot Ambon
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7. Kepala Bappekot Ambon

7. Inspekiur Kota Ambon
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